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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan penyelesaian konflik tanah pada lembaga ATR/BPN 

Lombok Tengah telah sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN 

No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada 

praktiknya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa didasarkan 

pada asal dari sengketa yakni apakah berasal dari inisiatif kementarian 

atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan kedua 

mekanisme tersebut tidak adanya pembedaan pada waktu memproses 

perkaranya, hanya saja yang menjadi pembedaan ialah pada proses 

administrasi dan pencatatan yang dilakukan pada waktu register 

perkara. 

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

penyelesaian sengketa pada ATR/BPN Lombok Tengah dibagi atas dua 

hambatan yakni internal dan ekternal. Hambatan internal meliputi 

kekurangan mediator serta kekurangan tempat untuk melakukan 

mediasi. Kemudian hambatan eksternal salah satunya diakibatkan oleh 

tidak dimiliknya keinginan untuk mendamaikan permasalahannya, tidak 

mau menghadiri mediasi, syarat kesepakatan tidak terpenuhi, proses 

mediasi dengan itikad tidak baik, melewati batas waktu dan 

ketidakhadiran para pihak. Hambatan internal dan eksternal tentunya 

menjadi pengaruh yang sangat penting yang menjadi penentu dalam 
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jalannya proses perdamaian yang akan dilakukan oleh para pihak 

karena perdamaian hanya dapat dilakukan apabila telah berhasil 

ditemukannya kesepakatan dari kedua belah pihak.  

B. SARAN 

1. Megingat permasalahan yang kerap terjadi pada sengketa pertanahan yakni 

sertifikat ganda, sehingga bagi ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat 

hak atas tanah diperlukan analisis dan pengkajian yang sesuai dengan 

lapangan. Hal ini guna untuk meminimalisir sengketa yang akan dihadapi 

dikemudian hari oleh ATR/BPN.  

2. Kepada para pihak untuk memiliki itikad baik saat melakukan mediasi, hal 

ini dikarenakan kesepakatan akan muncul apabila para pihak dapat 

menekan ego sectoral yang dimiliki demi terciptanya perjanjian 

perdamian. 
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